DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH
(DPPA- SKPD)
Nomor :
DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan  : 5 — Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
S — Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
Bidang Urusan : 5.01 - Perencanaan
5.05 — Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.42.000 — Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Dr. Setiawan Aswad., M.Dev.Plg
NIP - ]
JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembangan Daerah




Provinsi Sulawesi Selatan

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran
satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
b. NIP ;
C. Jabatan . KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat
daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode Nama Formulir
DPPA-SKPD Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, Makassar, Tanggal 25 April 2025
Sekretaris Daerah Disahkan oleh,
PPKD
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.

”~ a
Dr. /,JufriRahma!, MSi ?Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP: 19660 NIP: 17~
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Provinsi Sulawesi Selatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025
URUSAN PEMERINTAHAN 15 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
15 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN :5.01 - PERENCANAAN

: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ORGANISASI :5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
a. Nama . Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
b. NP
C. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode

Nama Formulir

DPPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD

DPPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD

DPPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

Makassar, Tanggal 25 April 20
PPKD Pengguna Anggaran
| anal
[N ]
v - : /
-~

Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg Vm&m&!, M.Dev.Plg
NIP: 10======"--- TP e e i
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231, Telp. 0411-453202

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR 390 [43.59 [\ | ®a0

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 900/94/1/BKAD TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan
persetujuan Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 900/94/I/BKAD tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2- Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Baniuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1};

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 319);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 335);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13}
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksana atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor
6);

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 Nomor 17);
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29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor
34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor
6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahum
2014, Tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan
Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2/I/Tahun
2025 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 900/94/1/BKAD tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025, dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Diktum KEDUA.

: Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

3. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 32.100.000,00
Jumlah Pendapatan : Rp. 32.100.000,00
4. BELANJA :
a. Belanja Operasi : Rp. 49.897.749.874,00

Berkurang : Rp. 7.992.974.402,00




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

b. Belanja Modal : Rp. 113.340.610,00
Berkurang : Rp. 110.340.610,00
Jumlah Belanja : Rp. 41.907.775.472,00

Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan mempedomani Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki
kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Disahkan di Makassar
Pada tanggal, 2§ ARm 200s
Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH /
Al

s

SETIAWAN ASWAD

1. Gubernur Sulawesi Selatan;

2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;




DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DPPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Bertambah / (Berkurang)
) Uraian Sebelum Setelah
Rekening (Rp) (%)

PENDAPATAN

4 1 A Rp32.100.000,00 Rp32.100.000,00 Rp0,00
— p32.100.000, p32.100.000, po, 0.00
(PAD)
Retribusi

4 [ 1|02 Rp32.100.000,00 Rp32.100.000,00 Rp0,00 0.00
Daerah
BELANJA

5| 1 Rp49.897.749.874,00 Rp41.904.775.472,00 (Rp7.992.974.402,00 ) (19.07)
OPERASI )
Belanja

5 1101 Rp30.998.478.971.00 Rp27.567.651.802,00 ( Rp3.430 £ (
Pegawai
Belanja

) 1 02 |Barang dan Rp18.899.270.903,00 Rp14.337.123.670,00 Rp4.56 ! 0 i1
Jasa
BELANJA

5 2 Rp113.340.610,00 Rp3.000.000,00 ( Rp110.340.610,00 ) (3678.02)
MODAL
Belanja Modal

5 2 | 02 |Peralatan dan RpS8.132.000,00 Rp0,00 ( Rp98.132.000,00 ) ( 100.00 )
Mesin




Kode Bertambah / (Berkurang)
Uralan Sebelum Setelah
Rekening (Rp) (%)
Belanja Modal
5 2 | 06 Rp15.208.610,00 Rp3.000.000,00 ( Rp12.208.610,00 ) ( 406.95 )
Aset Lainnya
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
P imaa Bulan* R P ikan D *
enerimaan per Bulan®) encana Penarikan Dana per Bulan*) Makassar, Tanggal 25 April 2025
(Rp) (Rp) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAE
Januari Rp2.354.000,00|Januari Rp8.734.189.595,00
] s
Februari Rp2.354.000,00|Februari Rp972.050.197,00
Maret Rp2.354.000,00|Maret Rp1.280.294.615,00
Q[. ﬁgllawan Aswad, M.Dev.Pig
April Rp2.568.000,00|April Rp10.127.502.362,00 NIP. 1
Mei Rp2.568.000,00|Mei Rp2.320.692,058,00
; Mengesahkan,
Juni Rp2.568.000,00(Juni Rp749.306.208,30 PPKD
Juli Rp2.675.000,00(Juli Rp8.440.765.050,00
Agustus Rp2.675.000,00|Agustus Rp1.323.634.234,00 /
September Rp2.675.000,00|September Rp383.682.158,00 [ - .
Oktober Rp3.103.000,00|Oktober Rp5.422.058.348,00
-
November Rp3.103.000,00|November Rp1.817.866.863,00
Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Pig
Desember Rp3.103.000,00|Desember Rp235.733.681,70 NIP, 19>=="7= === ===
Jumlah Rp32.100.000,00|Jumiah Rp41.907.775.472,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No, |Nama NIP Jabatan Tanda Tangan :"
3‘1. Rr. Setiawan Aswad, M. Dev. Plg % 19 02 Pit. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
1 S
2. ' |Dr. H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.S l 1982030 Kepala Badan Pendapatan Daerah C[b,T )

\ ¥



